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KEDUDUKAN, SUSUNAN OR( ;PNISASI, TUGAS DAN FUNG

SERTA TATA KtrRJA D N,\S TANAMAN PANGA

HORTIKULTURA ),. .N PERKEBUN

DENGAN RAHMAT T I}

)y entzrsi Program Prio ritzrs N asio r-r:r1Menimban

N4engingat

b. bahw'a Peraturan

rri si. clipanclar-ig per)r-r tnciakukan
ru lukan, susllnan organrsasi, tugas dan
,in rs 'lanaman Pangan, Hortikulturtr clan

lc nber;
.,rr i Nomor 8 Tahun 2027 LelllalllS

e

a

a tata ke

.J

dap Ke

rja I
ebunan KabuPaten

Bu
Kedudukan, Susunan ( rrF:rnisasi, Tugils dzrn Fr-rngsi scrta 'l2ll'l

Kerja Dinas Tanaman P' Lngan, Hortikulturra dan Perkebttnarn

Kabupaten Jember sut al tidak sesuai dengarr perkerrbatrgan

peraturan perunclang-u: tdr Lngan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pelrn bangan sebar'gaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf L' lcrlu menetapkan Peraturan Btrpati

tentang Kedudukan, S rs'tnan Organisasi' Tugas dzrn Fltngsi

serta Kerja Dinas i'a I aulan Pangan, I lortikultura dan

Perkebunan KabuPaten -lc rrber;

1. Undang-Undang Nomor i1' Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-u rci augan (Lembarar-r Negzrra Repr"rblik

Indonesia Tahun 20 I 1 "lo nor 82, Tambahan Le mbaran Negara

Republik Indonesia No'nc r 5234), scbagarm:rna telah diubal'r

dengan Undang-Undang \cmor 15 'I'ahr-rn 2019 (Lembarau Negara

Republik Indonesia Tahr- a lO19 Nomor 183, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik lndonesra \omor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Ncgar -'l ?epublik Indone sia Tahun 20 14 Nomor

6, iambahan Lembaran "ic lara Republik lndone sia Nornor 5494 )l

BUPATI JE)MBER
PROVINSI J \\VA TIMUR

PERATURAN B ]]'ATI JEMBtrR
NOMOR 1,2/ )-t HUN 2021

TEN'-A\G

KABUPAT]I .TtrMBtr



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20 14 tentang Pemerinlahan
Daerah (Lembaran Negarz R:publik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembar Ln Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telaL b:berapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepLrblik
Indonesia Tahun 2015 I\ or:tor 58, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomo; 5' r79);

4. Peraturan Pemerintah Nc mt r 1 B 'lahun 20 I 6 tentang Perat'ig}<at

Daerah (Lembaran Negart R:publik Indonesia Tahun 20 16 Nomor

114, Tambahan Lembar,rn Negara Republik indonesia Nomor

5BB7), sebagaimana telalr r iubah dengan Peraturan Peinerirltah
Nomor 72 Tahun 201
Tahun 2016 Nomor 187

Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah No

T rmbahan Lembaran Negar pr-tb 1ik

') (-e mbaran Negara Rep

nc r 11 Tahun 20
1i

ublik Indor-r

Manaj erre n
nesra TahunPegau'ai Neg

2017 nomor 63,
Nomor 6037) sebag
Pemerintah Nom
Peraturan

eri Sipil (Lem ba'an Neg

tambaha n L

p

c
ar b

ik lndo
al uran

bahan atasI -l

tlc r
la -

entang N4anajcmen

Pega epublik lnclonesia Tahut-r

h aran Negara Republik lndonesia

6 Ncmr r' 12 Tahurl 2017 tentang Pembinaan

Pemerrr ta I Daerah (Lembaran Negara ReplLblikan
1a

epublik Indonesia Nomo 6 )4 1);

7. Peraturan Presiden Norror 87 Tahun 2014 tentang Peraluran

Pelaksanaan Undang-Unda:rg Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peratt rra a Perundang-undangan (Lemb'rran

Negara Republik Indonesi r I ahun 2014 Nomor 199);

B. Peraturan Menteri Dalan, I egeri Nomor B0 Tahun 20 15 tentang

PembentukanProdukHr-klmDaera]r.sebagaimanatelal.rdiurbah
dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Perti ni rn Nomor 43 / Permentan I .J1' OIO I B I
20 16 tentang Pedoman )'l( menklatur, Tugas cian Fungsi Dinas

Urusan Pangan dan I ritl as Urusan Pertanian Provinsi dan

Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Menteri Dalar,-r lle geri Nomor 99 Tahun 20 1B tentang

Pembinaan Dan Pengendaliln Penataan Perangkat Daerah (Berita

Negara Republik Indonesra '''ahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Pe:ldrlyagunaan Aparatur Negara clan

Reformasi Birokrasi Rep-rb il< lndonesra Nomor 25 Tahun 202 1

Tentang Penyederhanaalr ltruktur Organisasi Pada lnstansi

PemerintahUntukPen.ecerhanaantsrrokrasi(BeritaNeg,erra
Republik lndonesia Tahu'r z 02 1 Nomor 546);

Tahun 2017 llor ior 73, 'l'ambahan Lembaran Ncgara

4
n



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabu,.ra en Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan (rar Susunan Pelangkat Di,rerah
(Lembaran Daerah Kabuoa ien Jember Tahun 20 16 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Dae'al Kabupaten Jember Nomor 3).

M EMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI'IENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS t AI FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, {CRTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER.

BAB I
r E,.EI{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bup,rti I

Daerah adalah1

2
3

r
Bupati a
Se

r

L -1

I aerah l(abupaten

v
P

J
OItik

iPz

'4
r1t

Hortikultura dan Perkebttnan
sebut Dinas adalah Dinas Tanaman
jlra dan Perkebunan I(abuPaten

epala Dinas ar lal rh Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Pe:kebunan Kabupaten Jembcr.

6. Sekretaris adala I Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Pe -kebunan Kabupaten Jember.

7 . Kepala Bidang ar lalah Kepala Bidang pada Dinas
Tanaman Pang an , Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Jemb, r.
8. Kepala Sub Bagie,n rdalah Kepnla Sub Bagian pada Diuas

Tanaman Pang'ain , Hortil<ultura dan Perkebltnan

Kabupaten Jemb 'r.

9. Jabatan Fungsit'neI adalah sekelompok jabatan vang

berisi fungsi dz,n tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yanll berdasarkan pada keahlian dan

keteramPilan ter1en,u.
10. Pej abat Fungsior al adalah Pegawai ASN yang mendtrdukj

Jabatan Fungsiorral pada instansi pemerintah'

1 1. Unit Pelaksana 'I r:k ris Darerah yang selanjutnyer disingkat
UmD adalah I lP'D di iingkungan Dinas Tanermatn

Pangan, Hortikuhura dan Perkebunan l{abupaten

Jember.
12. Kepala UPTD aci;rla h Kepala UmD di lingkungan Dinas

Tanaman Pang:rr, Hort-il<ultura dan Perkebunan

KabuPaten Jemb,'r.

I
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13. Anggaran Pend;rpr tan dan
selanjutnya disir rgL at APBD
Jember.

Belanja Daerah, ),ang
adalah APBD l(abupater-r

BAB II
KEDUDUKATT- D {N SUSUNAN ORGANISASI

B lgian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan un rur pelal<sana urusan
bidang Pertanian.

(2) Dinas dipimpin oleh K:pala Dinas 1,ang

pemerintaharr

awab kepa
u

ti mclalui
dukan di

unyar tLr

lTl

ber
bawah dan bertan,-g,
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana di na

melaksanakan urusatL---/

rngJ

ksu

kewenanga n dae

Sa

€1t)inr

:tli

daerah di bidang Pertanian;

(4) Dinas da tmzlna d ima ksu d

ad
cli bidang Pertanian;

ui si dan pe iaporan daerah di bidang

sanaan admir rsr rasi dinas cli bidang Pertaniarr; dan
pelaksanaan fungs li in vang diberikan oleh Bupati terl<elit

dengan tugas dan lur:gsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Sr rsr .nan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi D 'ra ; te rciiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat,lerdiri 1; s:

1. Sub Bagian Umt ;rr dan Iiepe gau'aian;
2. Kelompok Jabatr ,n rungsior-ral.

c. Bidang Sarana, P at arana dan Penyrltthan, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fr. ngsional;
d. Bidang Tanaman )a rgan, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional;
e. Bidang Hortikultr r€, terdiri .rtas l(elompok Jabillan

Fungsional;
f. Bidang Perkebun rn terdiri atas Kelompok ,JabirL:ln

Fungsional;
g. UPTD.
h. Kelompok Jabatan irl ngsional.

p
a
1.1

e

r

S

S
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(2) Sekretariat dipimpin o eL Sckretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjar,r,ab keprd r Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh )ie1,ala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kep.rd r Kepala Dinas.

(a) Sub Bagian dipimpin rle h Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggur g - ar,r'ab kepacla Sekrelaris.

(1) Sekretariat sebagaima r-ra dimaksud dal 3 avat (1)

a1<sanaLl<an,huruf b, mempunl,'ai t rgas mer
mengkoordinasikan dz n :re dmin istr1t

umum, kepegarvaian,
serta tugas lain

(2) Un
(1)

tuk me

p<

6I)
!rg

'1"
Fa

ci zrngan

aksud pada ayat
r
a

lpu
iIkan operasional tugas dan

kepegawaian, perencan aa n
g1:ungan Dinas;
p,'laksanaan LLtgas dan dukungan
, <epegawaian, perencanaan pelaporan

tl :

1Llmllm.
1i r

lnasran
lnlstrasl umur

C

dan Keuangan di li rgl.ungan Dinas
pemantauan evah as . pelaporan tugas dan dukungan
administrasi umun ), <epegawaian, perencanaan pelaporan

dan Keuangan di L ngkungan Dinets;

pengkoordinasian oe rgclolaan bitrang milik dtlerah dar-r

barang milik nega a yang menjadi tanggungjar.r'ab Dinas;
dan
penyusunan la'ro 'an pertanggungiawaban zrtas

pelaksanaan tugas

)aragraf 1

Sub Bagian U:num dan KePegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum diin Kepegawaian sebagaimana dimal<sud

dalam pasal 3 ayat (1) .ru';uf b angka 1, mempunyai tugas :

a, menyiapkan admirLst rasi surat yang meliputi penertmaan.

pengiriman dan perldrstribusian su ral;
b. menyiapkan bahz,n penggandaan naskah clinas dan

pengelolaan kearsilat : Dinas;

d

e

en
n

BAB III
URAIA,'I i'UGAS DAN FUNGSI

Br.gian Kesatu
I iekretariat

Pasal 4

A



c. menyiapkan baha r cenl,slenggaraan rapat- rapat dinas,
peialanan dinas, rei rerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan ling l<u ngan Dinas serta pelayanan
kerumahtanggaan ai rnya;

d. menyiapkan bahar telaahan dan pelayanan informasi;
e. menyiapkan dan rne rgkoordinasikan penyusunan analisis

jabatan dan analis s lrg!4n kerja di lingkungan Dinas;
f. menyusun rencar a kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan bara:'ig

C. melaksanakan pel,ryiLnan administrasi dan melaksanakan

pengadaan, pt'mcliharaan dan pendistribr'rsian

peralatan / perlengl. aP an kantor ;

h. melaksanakan kef1al an penatausahaan,
perlindungan aset/ ba rang milik daerah;
melaksanakan pe 19 kebutlrhan

epegarvaian
e

kepegawaian dan 1'er velengg
Iainnya;
meny-lsun lapor
tugas; dan

k. meia

rsulan seluru

penga n dan

a naan

diberikan o1e h

t

J

1
'rla

..- agian Kedua
Prasarana dan PenYuluhan
Pasal 6

1) Bidang Sarana, Pra;:rr itna dan Penvuluhan sebagain-rana

dimaksud dalam pas,il ) ay'at (1) huruf c, mempunl'ai trtgas

melaksanakan penyu! ur iln pelaksan'Lern kebrjakan, bimbingall

teknis, dan pemantau.rn /evaluasi cli bidang Saretna, Prasarana

bidang tanaman pang rn Hortikultura dan perkebunan'

(2) Untuk melaksanakan tulas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Sarana, :'tr sarana dan Penl'uluhan rtremprtnvat

lungsi meliputi :

a. penyusunan dan rc aksanaan kebijlLkan di bidar-rg Sar-ana'

Prasarana dan re lvuluhan bidang tanaman pangan'

bidang Hortikr-rltu L-a Jan bidang perkebunan;

b. perencanaan Pe ;rv:diaan dukungan infrastrr-tktur I
kebutuha.n alat ila r rtesin pcrtauiall biclang tan'llnan

pangan, Hortikult lr r clan pcrkcbunan;
c. pengembangan p lt' nsi dan pcl-rgclolaan 1:rhillr darl air

bidang pertanii n Lanaman pangan, Hortikultura dat-l

perkebunan:
d. penyediaan. penga \/asan dan bimbingan pcl'lggulraan

pupuk, pestisida sc la aiat dan rnesin pertaniall Laner rrlan

pangan, Hortikulr -rr r clan pcrkcburlztn;

e. pelaksanaan p n' ltluhan, bin-rbingan tckuts dan

pembiayaan ta-ra rialn pangan, Hortikr-rltura clan

perkebunan:

ara La

I

\

A



f. pelaksanaan las ili rlsi investasi tanaman pangan,

Hortikultura dan 1 
rer <ebunan;

g. pengawasan, pelrLan tauan ,evaluasi dan pelaporan serta

pendokumentasiarr di bidang sarana dan prasarana

tanaman pangan, Hc rtikultura dan perkebunan;

h. pelaksanaan tuga r J :.in yang diberikan oleh kepala d inas

sesuai dengan tug.-\s dan fungsinya; dan

i. penyusunan I rp rralr pertanggungjar'r'aban atas

pelaksanaan tuga j.

Br rgian Ketiga
Bida rg Tanaman Pangan

Pasal 7

(1) Bidang Tanaman Par ga r sebagaimana dalam 1tasal
elaksana kan3 ayat (1)

penyusunan
peningkatan
tanam
Dinas.

anpan

p
p

huruf d mem
dan pe iaI sa

rodu

gan tc
dang

olel-r Kepala

dimaksud Pada avat

fi-rngsi meliputi :

Bibit, Produksi,

p rr'
ra

(2)

l.lakan

ana
empul'lya1

Benih,
1

a
,pe nk sanaan Penyllsunan stanclar,

)an lcebijzrkan prosedur teknologi

an dan pemasaran hasil cli Bicli'tng
ar-I, pen( l-.1

udidaya Pengo al
Tanaman Panga; t;

b. penyusunan ren ral la kebutuhan dan penyediaan benil-r di

Bidang Tanamar P lngan;

c. pembinaan pen frg katan mutu dan peredaran benih di

Bidang Tanamar I Prngan;

d. pengendalian rlat penanggulangan hama penyakit'

pa.rl.,ggr-,lu.rgar b:ncana alam, dan dampak perubahan

iklim di Bidang':ar laman Pangan;

e. pemberian bim oir gan pasca panen' pengolahan clan

pemasaran hasi d Bidang Tanaman Pangan;

f. pemberian rekc'mt ndasi teknis peningkatan produksi di

Bidang Tanamait I angan;

C. p..rr..rt*r"., durn evaluasi di Bidang Tanaman Pangan;

dan
h. pelaksanaan f'rnrlsi-fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas se suli dengan bidang tugasnya'

tl
,b,
)"r

t
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I ag ian KeemPat
Bi(rar g Hortikultura

Pasal 8

( 1) Bidang Hortikultura st l;agaitnana dimaksud dalam pasal 3
ayat ( 1) huruf mempunyzu tugas rnelaksanakan

penyusunan dan pe lal sanaan kebijakan, bimbingan tcknis

dan pemantauan/ev'rluasi di bidang Hortikultura serta tugas

lain yang diberikan c Lel Kepala Dinas'
(2) Untuk melaksanaka n tugas sebagaimana dimaksud pada

[ungsi meliputiayat (1), Bidang Hort'kr ltura mempunyai

a. penyusunan k':b.iakan Benih,
perlindungan, pe lg,,iahan dan pemas

hortikultura;
b. penyusunan ren( ar a kebr-ttuhan

di bidang hortiku tr ra;

pembinaan Pet rin

Bibir, produ
arein hasil rd nng

p an be nih

di bi

atan mu tu

I

b

hortikultura;
d. pembe

C

J

r 1 .A
L"

:t.n l1

pe aa
hngan hama peny.l kir,

lam, dan damPal< Perubahan
r

bim ,ir,
'saran hasi

pembinaan tert,ac
pendampingan 1a

pangan segar;
pemberian rekon;et
pemantauan da n

hortikultura; dar.
pelaksanakan f .Ln

11i

rkultura;
gan pascapanen, Pengolahan clan

oidang hortikultura;
ap keamanan Pangan segar dan

am perolehan sertifikat keamatran

dasi teknrs cti bidang hortikttltura;
evaluasi dan pelaporan di brciatrg

lsi-fr-rngsi iain yang diberikan oleh

h
I

Kepala Dinas ser rrt i dengan bidang tugasnyzr

B rgian Kelima
Bidr.ng Perkebunan

Pasal 9

(1) Bidang Perkebunan sebrgaimana dimaksr-rd clalam pzrsal 3 ayat

(1) huruf f, mempr-rn1 ai tugas melaksanakan penyusullan'

pelaksanaan kebijakrrn clan pembcrian bimbingan tcknis serta

p.rna.r,.rrn dan evarut si di bidang perkebunan dan tugas lain

yang diberikan oleh KeJ ala Dinas'

tZt Untut melaksanakan t lgas sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1), Bidang Perkebun'rn mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan l<eb;.ta'<an di bidang Benih' Bibit' prodr-rl<si'

perlindungan, :e lgolahan clan pemasaran hasil

perkebunan;

A

A

en



b. penyusunan ren.a la kebutul-ran dan penyediaan

benih/bibit di bidang Perkebunan;
c. pembinaan penin gk rtan mlrtu benih/ bibit di biclang

perkebunan;
d. pemberian bimbi.-rg rn penerapan pelringkatan mutu

produksi di bidang Pt rl<ebunan;
e, pengendalian da I penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan ltencana alam, dan dampak

perubahan iklim d b clang perkebunan;

f. pemberian bimbi'rgr -n pasca panen, pengolahan clan

pemasaran hasii d b dang perkebunan;

pemberian rekome rd rsi teknis dibidang perkebunan;

pemantallan dan e ,'a uasi di bidang perke bunan; d

pelaksanaan tugar lt in 1'21-1* diberikan ole pala D r nars

sesuai dengan tug. ,s lan lungsinya

lTI lltl-r pe laksanaan sebargian

c
h
i.

1

L]

)

a

n&ia'
meru pakan I

ti;eorang Kepala yang berada ch bau'ah

' a r kepada l(ePerla Dinas.
la ;ifikasr B.

tr- r', Susunat-i Organisasi clatl ul-irjilnumlah, Nomenkl
tugas dan fungsi U n') diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

KELOMP]T JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok
kegiatan
masing
undangan

Jabatan F rn lsional mempunl'ai tugas mclakukan

sesuai denl rar bidang tenaga fungsional masing-

berdasarkarr ketentuan peraturan perundang-

Pasal 12

(1) KelomPok Jabata n Fungsional sebagaimana dimal<sr-rd

dalam pasal 3
huruf e, huruf
terbagi dalam

ayai {l), huruf b angka 2, huruf c' hunrf d'

f, terd;ri atas sejumlah tenaga fungsional vang

kel,rmpok jabatan fungsional sesuai deugan

A

bidang keahliannY t.

(2) Kelompok Jabatar F rngsional sebatgaimana dimaksud pada

ayat ft1 aipimpir t leh subkoordinator pelaksana I\.rngsi

pelayanan fungsic na L sesuai dengan ruang lingkup biciang

tugas dan fungsi jtrbz tan pimpinan tinggi pratama'

A



(3) Subkoordinator se ba ;aimana dimaksud pada ayat 12)

melaksanakan tuE'as metnbantu Pejabat Administrator
dalam penyusunan t-ettcana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan t va uasi, serta pelaporan pada masing-

masing uraian lung 'i.
(4) Subkoordinator se ba laimana dimaksud pada ayat 12\

ditetapkan oleh pe; ab lt Pembina kepegawaian atas Llsulan

pejabat Yang berwel rat:g.
(5) Ketentuan mengene'i r omenklatur dan tugas subkoordinator

ditetapkan oleh Bu1'at .

BAB VI
,:ATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanak rn

Sekretaris, KePala E rdr

Jabatan FungSL

integ rast

ordinasi,
gan maslng -

isasi cli lingkungan
di luar Perncri:rtal'l

(

m t
S

engam
masln
bil lan

etlap pemlmpln
memimpin dan me lg
dan memberikan bi r-rk

tugas bawahannya.
(4) Setiap pemimPin ' 'ek

mematuhi Petunjul d
masing - masing sr rT'

tuga pala Dinas
Kel ko

11sr lait'r

S.

tk
S

AS dan fungsi masing - masing

\tuan organisasi wajib mengaiwasl

masing dan bila terjadi penvimpallgan

Lh - langkah yang diPerlul<an.

ltuan organisasi bertanggr'rngjarvab

<oordinasi bawahan masing - mnsing

ingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

uah organisasi wajib mengil<uti dan

rn bertanggung jau'ab pada atasannya

. menyampaikan laporan berkala tepat

waktu.
(5) Setiap laporan yanl diterima oleh pimpinan satuan
' ' 

organisasi dan bavaLannya wajib diolah dan dipergunakan

seLagai bahan unt -rk pcrnyusuntln laporan lebih lanjut dan

untuk memberikan pt tunjuk kepada barvahannlr'a'

(6) Dalam menyampa'kan laporan masing - masing kepada

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada

satuan organisasi lai n yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

era
1,

A



BAB VII
PENGANGIL{T \N DAN PEMBERHENTIAN

)A t,AM JABATAN
Pasal 14

(1) Kepala Dinas diang<a dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Silril yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sr suai dengat-r peraturan perunclang

undangan.
(2) Sekretaris, Kepala E'id,tng, Kepala Sub Bagian, diangkat dan

diberhentikan oleh B'rpati dari Pcgarvai Negeri Sipil vang

memenuhi syarat a :rs usr-tl Kr:Pala Dinas melzrlut Sekret

Daerah sesuai deng I ln areraturan pe rul-i d ang-u nda

BAB VIII
DIiELON

ala Din
4l
pAk tau Jabrrtatr

r L[a

,i", I ba lon III a ataut Jabatan

(1) Kep
Pim

SC

:fi Lpakat-r .Jabatan Eselon III b atau

nls tra :o

e ub Bagiar . r an KePala UPTD meruPakan Jabatarr

selon IV ui atau m 'rr pal kan Jabatan Pengau'as

BAB IX
KE'IE VTUAN LAIN.LAIN

Pasal 16

Peraturan BuPati ini

BAB X
KEI E}'TUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Peraturan Bupa i ini mulai dilaksanakan pada saat

dilakukan pelanl ik:.n pejabat struktural sesuai der-rgan

Peraturan BuPati inr;
Pejabat yang adir tetap melaksanakan tugas dan fungsi

berdasarkan Peratl tran Bupati Nomor B Tahun 2021

tentang Kedudur<a:r, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta ' at I l(erja Dir-ras Tanaman Pangan'

Hortikultura dan P:rkebunan Kabupaten Jember sarnpai

dengan dilaksanrrkr rrnya pelantikan pejabat berdasarkan

Peraturan BuPati in .

p
b

Bagan Struktur Org rn sasi Dinas sebagaimana tercalltum

dalam lampiran yang r ret upakan bagian tidak terpisahkan Cari

A

(21

A



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Jember Nomor 8 Tahu. r lO2 1 tentang Susunan Kedudul<an,

Tugas dan Fungsi Dinas lanaman Pangan, Horlikultura dan

Perkebunan Kabupater-r 'le.nber, dicabut dan dinvatal<an tidak

berlaku.

Pasal 19

ai berlaku pada tanggal diund ltPeraturan Bupati ini mu
Agar setiaP orang
pengundangan Peraturr
dalam Berita Daerah Ka

menge tah utinYa,

n Br-rp:rti in i

:u taten J c

cl

erintahkan
patan nya

7 mber 2O2l

JEMBEI?.,

Di ttd
pada

AERAI: HENDY S

v
NI 1)(1

BERITA DAERAH KABUPATEN JI)MBER TAHUN 2021 NOMOR t2l

"(

u



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMoR , l2Z TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN. SUSLNAN ORGANISA

.--..-

TUGAS DAN FUNGSI SERTA T RJA

DINAS TANAMAN PANG ORTIKIJLTTJR
DA EBUNA U ER

Bidang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bidang
Saritna, Prasararta daLrr

Fcrry,rlt lror,

\
BidangI

ll -4' i \tfl'l"'
r r ^-+:1-, ,l +- . -^ D^-1,-1-. ,n.r h

it ll "r'fl1 lt II il ii

BUPATI JEMBER,

ttdDAER,AII,

Peinbina Utama MadYa
NrP. 196302L5 1992oi2 10,01

KEPALA DINAS

Sekretariat

GSIONALKELOMPOK J

KELOMPOK JABATAN ITUNGSIONALFUNCSIONALKELOMPOK J FI'NGSIONAL
(EI,OM POI( .IABATAN FUNGSIONAL

HENDY S

) )

\r

J.

IT..MIRFANO

KELOMPOK JABATAN FUNCSIONAL
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